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1. Pendahuluan {

Perang lerhadap korupsi merupakan fokus
yang =angal signifikan dalam suatu negara
berdesarkan hukum, bahkan merupakan tolak
ukur kebarhasilan sustu pemerintahan, Salah
satu  unsur vang sangal penting dar
penagakan  hukum dalam suslu  negars
adalah perang lerhadap korupsi, karena
korupsi memnupakan penyakit kanker yang
imurn, meluas, permanen  dan merusak
semua sendi kehidupan berbangsa dan
bemegara termasuk pereckonomian  serla
penataan ruang wilayah

Di Indonesia Korupsi dikenal dengan st#ah
KKMN singkatan dar korupsi, kolusi dan
nepotisme, Korupsi sudah menjadl wabah
penvakit yang menular di setiap aparat
negara dari tingkat yang peling rendah hingga
iingkaian yang paling tinggl. Konups secara
saderhana dapat disrikan  sebagal
"penggunaan fasitas publik niuk
kepentingan pribadi_dengan cara melawan
hukum™ [3].

EBerdasakan laporan lahunan dar lambaga
infernasional iemama, Folical and Econamic
Risk Conswlancy (FERC) yang bermarkas di
Hongkong, Indonesia adalah negara yang
lerkorup nomor tiga di dunia dalam hasil
surveinya lahun 2001 bersama dengan
Uganda. Indonesia juga lerkorup nomor &4
pada tahun 2002 bersama dengan Kenya.
Sedangkan Pada tahun 2005 PERC
meangemukakan bahwa Indonesia masib
menjadi negara terkorup di dunla [12]
Transparansi  Intermasional  menempatkan
Indenesia sebagal negara sepuluh  besar
yang ferkorup didunia dalam hasil surveynya
(v lransparancy.org).

Korupsl di Indonesla bukanlah hal yvang
baru dan menjadi endemik yang sangat lama
semenjak pemeriniabhan Suharto dari @hun
1965 hingga tahum 1597 Penyebab
utemanya karena gall pegawal  negern
dibawah standar hidup sshari-hari dan sistem
pengawasan yang lemah. Secara sistematik

ielah diciplakan sualu kondisi, baik disadari
alau lidak dimens gafi salu bulan hanys
cukup uniuk satu alaw dua minggu.
Dizamping lemahnya sislern  pengawasan

vang ada member kesempatan  uniuk
melakukan korupsi. Sehingga  hal  ini
mendorong para  pegawal  neger uniuk

mencarl tambahan dengan memanfaatkan
fagilfas publik wrtuk kapenfingan pribadi
walau dengan cara melawan hukum

Selain i, sistem  peradilan  pidana
Indonesia fidak berjalan efeklif  uniuk
memarangi korupsi, Sehingga peleku konupsi
terbebas der jeraten hukum. Menurut Bank
cunia babwa korupsi di Indonesia tedgadi
dimana-mana diberbagai  level gowngan
pegawai neger sipl, tentara, polisi dan polkis]
bahkan sudah melanda kelembagaan seperti
Kepelizian, Kejaksaan, Peradilan, Dewan
Perwakilan Rakyal (DPR)} yang ssharusnya
bertugas unrtuk memberantas konupsi [B].

Kejadien tersebut di atas menyebabkan
protes dan penclakan dar masyarakal luas
terhadap pemerdatahan Suharc maupun para
panggantinya. Adanya korupsi dimana-mana
dan  fimbulnya perssaan jengkel  karena
keadilan wang dinantikan masvarakal fak
kunjung liba, ditambah lagi keadasn ekonomi
rakyat kian parah, Indonesia Coruplion
Walch mengemukskan babwa hal tersebut di
alas  menghasilkan krisis akonoml di
Indonesia vang berujung dengan kejaluhan
rezim Suhario

Feformasi nasional tshun 1993 yang
berhasil menjaiuhkan pemeriniahan Suharlo
pada bulan Mei 1908 tdak serta mera
mengeliminasi kerupsi.  Walaupun Presiden
berikuinya selelah ara Subarto bedanl uniuk
memerangi korupsi tetapi hanya sedikit sekali
kamajuan vang dicepal uniuk  memerangi

korupsl. Bahkan para presiden panganti
Suharto ielah fercemari skandal korupsi
saperti pengumpulan dana poliilk secara

melawan hukum.  Banyak para pejabat
negara telsh feribal dalam skamdal korups
lermasuk para pejabat tinggi negara, petinggi

——— e e

Parsaiuan Pelgjar indonesia (PP Jepsng; Memboks Duria wituk Indonesia dan Manrbeka fndonesia unfuk Dunia
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Golkar, anggota OPR dar Partai Demokrasi
Indanesia Parjuangan (PDH-P) [43].

Dalam kampanye pemilihan Presiden pada
Bhum 2004 wyang lalu Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menguseng  dan
berfanji untuk memarengl korupsi sebagsi
ujuan utamanya. Jawasban untuk memerangi
korupsi merupakan harapan selurub bangsa
Indonesia minus koruplor,  Hal inflah yang
manarlk  pamilih  untuk memilhnya  dan
berhasil mengalahkan Megawati

Sebelumnya telah di benluk Komisi
Pemberantas  Korupsi  (KPK)}  unltuk
memerangl  korupsi | sokaligus  untuk
menjewab  tantangan  ketidak berdayaan
gisiem peradian pidena di Indonasia. KPK
secara resmi dibenluk dengan adanya UL,
Momor 30 tahun 2002 dan setelah terpiihnya
pimpinan dan Ketua KP¥ pada tanggal 16
Desamber 2003 [9]. Sabelum kita membahas
peranan KPK dalam memarangl kerupsi di
Indonesia, kita akan bahas dule kondisi
pemerintahan di Indonesia

2. Pemerntahan

Pemerintahan vang baik adalah sualu
pemenntahan yang berdasarkan hukum,
meningkatkan  efisiensi dan  akuntabilitas
terhadap pelayanan pada masyarskai dan
memearandi korupsi [2]. Pemerntahan yang
baik masin merupakan suatu impian di
Indonesia. kita dapal lihal bagaimana
burvknya pelayanan umuem di Indonesia.
Masyarakal luas dan bahkan Presiden Susilo
Bambang Yudoyono sendin sepulang dar
Mataysia mengaku make dan dipermalukan
cisuaty forum di Kuala Lumpur karena
secrang investor dar Thailand mengeluhkan
Bparat  imigrasi  Indonesia  mencar-carl
mazalah ketika dia akan berkunjung ke
Indonesia. Balum lagl Pejuang devisa (TKI
danTKW) Indonesia yang berada didalam dan
diluar negeri diperas dan diperdagangkan
aleh aparal Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi sera aparat Imigrasi [16], Awal
tahun 2008, terbongkarnya kasus
pembobolan vang negara sebanyak Rp 150
milyar yang dilakukan pengusaha dengan
cara mamalsukan dokumen ekporfakiur
bakarjasama dengan Faizal Siregar, Kepala
Kamor dan empal pejabal 4l Kantor
Pelayanan Pajsk dan aparat bes cukai
mancairkan restiius pajsk [24]. Hal ini telah
maraka lakukan pulshan tabun yang ksl

Mampaknva wansan kebobrokan darn
pemerintahan Suharto masih dan mangkin
akan terus bardanjut di Indonesia. Walaupun
sds juga sisi positipnya  pada  waktu
pemerintahan Suhardo seperti slabilitas dan
keamanan tetap terjamin pada wakiu tu, tidak
ada kelangkaan danm kenaikan BEM wyang
membual masyarakal sskarst.  Selanjutnya,
kita akan membahas beberapa institusi
pamerntah yang mempunyal peran penting
dan tanggung jawab penuh untuk memerangi
korupsi seperti Peradilan,  Kepolisian,
Kajaksaan, Partai Politik dan DPR/Parlaman.

2.1, Peradilan

Sistem peradilan di Indonesia adalah salah
saty lembags vang terkorup yang dikenal
dengan mafia peradiiannya. Jadi lambaga
negara inl bGdak bisa diharapkan  unluk
memerangi  korupsl. Jual beli perkara
lerhadap putusan telah terjadi di berbagai
tingkat seperti Pengadilan MNegen (PN),
Fengaditan Tinggi (PT) dan bahkan tarhadap
benleng utama dan terakhir penfaga keadilan
yaitu Mahkamah Agung (MA).  Memahami
kebusukan yaeng terfadi di peradian, maka
pada tanggal 20 Desember Presiden Susilo
Bambang  Yudhoyono mencanangkan
reformasi peradilan di MA. Acara ini dihadiri
aleh selervh unsur pimpinan MA, hakim
agung, eeluruh kelua pengadilan tingkat
pertama, banding, pejabat linggi lainnya dan
wakil dar negara sahabat. Belum lagi hilang
dari ingatan gong reformasi  paradilan
dicanangkan, lerfadi pemerasan yang
dilakukan oleh Mathiuse B Siure, Panilia
Pengganti di PN Jakarta Pusat dengan cara
memparambal pambaran salinan puiusan
dan meminta uang agar salinan baru bsa
diberikan [268]. Kemudian, Jammes Darsan
Tony dan komplotannya (Peneliti di Litbang
dan staf di MA) sedangkan penitera
pengganti dan hakim PN Jakarla Selatan
memeras saksi dalam kasus korupsl P.T.
Jamsostek  [22].[25). Kasus  inl
menyebabkan ditetapkan lersaraka dan
ditshannya panitera pengganti, Andrian
dmmy Lumanauw dan Hakim Herman
Alossitandi, Ketua Majells Hakim perkar P.T.
Jamgsostek [3B]. Sebelumnya, perangkapan
advokat Syvafiudin Poepon, Ramdhan Rizal dan
M. Bholeh, dua panitera PT Jakaria [23].
Kasus Probo Suledio yang melibatkan uang
miliyaran rupiah dengan larsangka pengacara
Harini Wijoso, pagawai MA, jakza, hakim
bahkan melibatkan Hakim Agung [18]. Belum

Parzatuan Padafar fndomesia (PRI fepang; Mombuka Duria onfak indomesia da Mermbakie Indonssia Wik Do
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lagl banyaknya kasus illegal loging dan
hutang terhadap negara yang dikalahkan oleh
pengadilan,  Nampeknya transaksi uang
dalam dunia peradian menunjukkan bahwa
mafla peradian memperdagangkan hukum
dan kewenangan adalah realitas yang tak
perlu dibantah lagi. Hal tersebul meambuat
masyarakal curiga dan tidak menghormati
lembaga peradiban.  Sulit uniuk membuat
masyarakat percaya bahwa peradilan adalah
termpal unfuk mencar keadilan dan lidak
memilak, Kalau kila Bhal fakia-fgkla dan
khususnya terhadap korupsi yang dilakukan
cleh mantan presiden Suhardo, keluarga, para
pejabal seperi manian  Jaksa Agung M
Rachman, Ketua DPD Ginanjar Kariasasmiia,
kasus Banfuan Likuiditss Bank Indonesia
(ELB1) sepertl Syamsul NMursabm, Samadikun
Harlono, Agus Anwar, Bambang Sutrisno,
Andrian Kiki Arawsn, Eko Adi pulranio,
Sherny Konjongiang, David Musa Wiaya,
Sudjiona Timan dan Pravogo Pangesiu,

Disadari bahwa gaji para hakim pada
umumnya  rendah  dibanding  dengan
kekussaan yang merska miliki.  Sebagai
conich seormng yang baru diterima sebagai
hakim hanya menanma gaji lebih kurang dua
jula rupiah. Mamun, dari awal yang
bersangkutan memulal karir sebagal hakim,
mereks didorong wntuk melakukan prakiek
korupsi karena haris bermodal dulu untuk
meniadi hakim. Bukan rahasia umum behwa
untuk diterima manjadi hakim, maraka harus
memberikan uang sogokan vang  besar.
Bahkan dalam seleksi hakim agung pun felah
beredar kabar lsu guap dikslangan DPR [1T].
Begitu juga halnya dengan Kejaksaan,
merupakan lembaga yang sering mendapat
udingan yang sama. Disamping itu dalam
hal penganan beberapa kasus Kejaksaan
Agung  cenderung  berlindak  diskriminatif,
seperi Kasus Dana Abadi Umat (DAL hanya
difokuskan kepada Said Agil Husin Al
Munawar (mantan Mentes| Agama) dipulus 5
tahun cleh pangadilan Tindak Pidana Komupsi
{Tipikor) [40]. Taufik Kami {Direkiur Jandaral
di Deparieman Agama) dan empal audilor
Badan Pemeriklasaan Reuangan (BPR) [27].
Sedangkan dalam sidang den sural dakwaan
lerungkap alran dana kepada Sekretars
Jenderal BFK, membiayal anggota Komisl W
DPR untuk memantau penyelenogaraan haji,
dan pendidikan hakim agama ke Mesir tidak
divsut sama sekall

Berbagai reformasi telah dilskukan untuk

memperbaiki  sislem  paradilan, Telah
beberapa hal wang dilakukan  untuk

mergformasi MA dan pengadilan ci Jalkaris
dengan berbagai mutasi. Bahkan miakon
Presiden Gus Dur (1999-2001), walaupi:
diterntang oleh OPE pada saat itu atas calon
vang diusulkan wuniuk Ketua dan VWaki kalua
MA, Reformasi di MA dengan menggantikan
separuh hakim karir dengan profesional yai g
bersin dan korupsi [34]

Untuk mengatasi masalah fersebut diatas
dalam rangka mengawasi perilaku para hakim
telah dibenluk Komisi Yuodisial (KY) pada
tanggal 8 Juni 2005 berdasarkan Undang-
undang Nomor Z2 lahtun 2004 tentang iKY
Para hakirn mulai diawasl oleh KY semenjak
Fresiden meilantix tujuh anggotanya poasr
tanggal 2 Agustus 2005, Manund EY Laloy
kinera para hakim masih berada pada Iovel
yvang rendah [20], Hal Inf berdasarkan jumlah
laporan masyarakatl yvang lelah mencapai 400
laporan semenjak Komisi Judisial bekenn
lebih kuran 3 hingga 4 bulan. Darl jumial,
tersebiut 37 laporan telah selesal diperiksa
dan sebagaian besar telah  menghasikan
rekomendasl fentang adanys pelanggaran
kode elik olsh para hakim. MNamun, lsporan
dar RY belum diperhatkan oleh MA [30]. Ky
juga mengusulkan uniuk melakukan seleks
ulang terhadap 49 hakim agung vang ada o

Ma,  Karena Menuruf Busyre Mugodas,
Ketua Mahkamah Yudisial bahwa VA
merupakan puncak  dan peradilan i

Indonesia, sementara kasus-kesus suap vang
tedadi di MA merupakan représentasi dai
lermahnya manajemen sefa kepemimpinan di
WA [21].

Mampaknya, usulan seleks| ulang hakim
agung mendapatl tanggapan  posifip  dard
presiden Susilo Bambang Yuoyono, bahkan
telah memerinlahkan Menaled Hukum dan
HAM untuk men-drive tenlang usulan dan KY
Praktisi hukum, Adnan Buyung Nasulon ikt
mendukung usulan KY tersebut. Usukan KY
merupakan revolusi besar di badan peradilan
dan didukung oleh politisi dar Ketua DPR,
Fraksi PDI-P, Parai Keadilan Sejahiera
Mamun, usulan seleksi ulang hakim agung
tersebut ditentang keras olsh Ikatan Hakim
Indonesia dengan alasan pelecehan terhadap
49 hakim sgung dan enggola DPR yang
manyelaksi meraka. Panolakan seleksi ulang
il menimbulkan kecaman dan Lembaga
Bantuan Hukum Jakaria Fada sz
barsamaan Wakll Ketua DPE., Zainal Ma'zil
manyarakan sebalknya Presiden menerbitkan
Feraiuran Femeriniah Penggant Undang-
undang (FERPU)} sebagei dasar wntuk
menyeleksi ulang 45 hakim agung [31]

Perzaluan Pelajar ndanagia (PPI) Jepang, Membuka Dunis urduk indanosia gen Membaks Indonesia artuk Duva
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Kondizl peradilan di Indonesia betul-betul
hancur dan pada titik yang paling rendah dan
tidak biea diharapkan oleh masyarakat yang
ingin mencan keadilan. Ini berarli nagara
hukum di Indonesia hanyalah ilusi belaka,
bilamana lembaga peradilan fidak dibenshi
Praktik korupsi dan mafia peradilan &

Indonesia sudah dalam kondidsi vang darurat.

Untuk  membersihkan peradilan  harus
dilakukan dengan cara yang luar bisa seperfi
dengan PERPU untuk menyeleksi wlang
hakim agung di MA. Pemberan teroris
yarg hamya menimbulkan n 180
dilakukan dengan PERPU, maka komuplor
juga peru distasi dengan PERFLU, karena
koruptor di peradilan telah meluluh lartakan
citfra negara hukum, memizskinkan rakyat dan
meanghancurkan perekonomian bangsa.

Belum selesai gonjang genjing usulan
Komisi uniuk memnguli ulang Hakim Agung,
terbongkar bahwa secara diam-diam, Bagir
Manan, Ketua MA dengan SK HNomor
EMAM 1WSENZ2005 pada 20 Juni 2005
mamperpaniang usia pensiun dirinya dan
sembilan Hakim Agung (Susantl Adi Muproho,
Titiek Nurmala Siagian, M Bahaudin Qoudry,
Parman Suparman, Kaimuddin  Salle,
Iskandar Kamil, Sudarno, dan German
Hoediarto). Hal ni mengundang kritik dari
berbagai phak, baik dar lembaga swadaya
masyarakat maupun akdemisl. Karena dafam
Pasal 13 Undang-undang Mo 22 iahun 2004
tetang KY diatur, bahwa kewenangan KY
adalah mangusulkan Hakim Agung.
Selanjulnya Pasal 14 menyatakan *Dalam hal
berakhir masa jabatan Hakim Agung, MA
menyampaikan kepads KY daftar nams
Hakim Agung yang bersangkutan dalam
jengka wakiu paling lambat enam bulan
sabelum berkahirmya masa jabatan tersabut.”
Dizsamping #Hu  dalam  pedimbangan
perpanjangan pensiun disebut para hakim
yang diperpanjang mempunyai “prestasi kerja
vang luar biza." Sebalknva dl ufi Wang para
Hakim Agung dan digandi ketua maupun wakil
ketuanya. Lagldagl masyarakat Indonesia
dikejuitkan dan dikecewakan dengan pulusan
Hakim PN Jekarta Selstan yang mamvonis
bebas mantan Diraksi Benk Mandid, ECW
Meloe, lwayan Fugeg dan Sholeh Taspiran
[29], yvang kemudian dikuti dengan wvonis
bebas direksi PT OGN, yakni Edvson. Saiful
Anwar, dan Diman Ponijan.

Ads  perkembangan  terakhir  menank
lerhadap Tipikor vang diantik Presidan pada
bulan Juli 2004 berdasarkan LU No 30 tahun
2002 lentang Tindak Pidana Korupsi

Putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor
membual genlar dan menciulkan nvall para
pelaku komepsi. Beberapa terdakwa korupsi
yang mencoba mencan keadilan ke fingkat
pengaditan  yang  lebih  Gnaggl  justru
mendapatkan hukuman lebih berat. Sebagai
contoh Abdullah  Puteh, manfan Gubemaur
MNangroe Aceh Darussalam, pada pengadilan
tingkal pertama dibukum 10 tahun dans denda
FpS0d juta subsider enam bulan Kunungan
sarta membayar ganti rugi Rp3.687 miliar,
Pada putusan banding mengualkan pulusan
pengadilan fingkat pertama dan
menyebabkan ferangkap tangan Tenghku
Safiudin Popon, salah secrang pengacaranya

dan paniera PT DEI Jakarta Eamadhan Rizal,

beserta uang suap Rp250 jula.  MA
menjatuhkan hukuman 10 tahun dan denda
Rp500 jula subsider enam bulan sera uang
pengganti sebesar Rp 6.654 miiar, Apabila
tidak dilaksanakan Jaksa penuniul wmum
diperintahkan menyita harta benda Puteh.
Nasib yang sama dialami jupa oleh
Muhammad Harun Let Leta, mantan Kepala
Bagian Keuangan Dirjan Hubungan Laut dan
Tarsizius Walla, mantan Sekrelaris Dirgen
Perhubungan laut

Fenomera baru ini  menyebabkan
terpidana korupsl yang kasusnya ditangani
FEPE kecut cdan gendar untuk mengajukan
banding lerhadap wvonis pengadilan Tipikar,
Sehingge  Mulyana W Kusuma yang lalah
memasukkan memorn banding mengurungkan
mialnya dan mencabul memori banding dari
FHM Jakara Pusal. Skap ini pun dikuli obeh
Hamdani Amin, Kepala Bire Keuangan KPU,
Suzongks Subardjo, Pelaksana Haran
Sekrelars Jenderal KPU. Hal Ini dilain pihak
capat mendorong membangun  keyakinan
pancari  keadilan, wang percaya bahwa
putusan di Pengadilan Tipikor memenuhi resa
keadilan dan kinerja pengadilan korupsi baik.
Tapl bukan berarll gejala ini menandai

Felangnya mafia peradilan secara keseluruhan,

Untuk #u  diharapkan kepada seluruh
masyarakal  uniuk  lerus  memberikan
perhatian dan pengawasan pada Pengadilan
Tipikor dan peradilan pada umumnya

22, Kepolisian

Selama  inl  kepalisian bersda  dalam
angkatan bersenjala, namun talah mandin
samerjak tahun 2000, dalam rangka uniuk
memperkuat fungs! menjaga kemanan dan
keterfiban masyarakal. Separdi peradilan,
kepolisian meangalami  krisis  kepencayaan

Parsaivan Pelajiar indonesia (PR]} depang; Marnbaka Durda sntuk indomesia dan Mermbuka indonasia i i, Cuma
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dimata  masyarakat Korupsi  yang
barkembang dilembaga kepolisian dan hal
vang lerkec seperi pengurusan Surat Izin
Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan,
palanggaran lalu lintas, hingga illegal logging,
parjudian, pencurian, bisnis narkoba dan obat
bius, penjembretan, perampokan,
penyelundupan pasir limah, EEM, kendaraan
barmador sudah biasa dilakukan oleh aparat
kepolisian dari pangkat yang paling rendah
hingga pangkat yang tinggi. Masyarakat
yang mengalami lndak kejahatad memilih
unluk lidak melaporkan ke polisi karena
adanya rasa lakul dad masyarakal
dizebsbkan prosesnyva berbelit-belit, makan
wakiu dan bisa jadi megalami pemerasan
cleh polisi

Hal tersebut teradi diéngkungan kepalislan
karena para palisi yang melakukan fndak
kriminal bizsa berkelit dan tidak ada suatu
lembaga yang mengawasi para polisl
Dengan  demikian, seperli  peradilan
kepolislan  bukanlah memupakan  embaga
yang bisa dihargpkan unfuk memerangl
korupsi karena di dalam lembaga kepolisian
sendin penuh dengan korupsi. Bahkan pada
kenyataannya banyak aparat kepolisian yang
terlibal dalam pergudian illegal, premanizsme
dan pelacuran di seluruh wilayah Indonesia.

Kondisi yang tidak kondusif di ingkungan
kepolisian di atas mendorong Presiden Susilo
Bambang Yudhoyone mengambil langkah
menggant  pucuk  pimpinan  kepolisian,
disamping karena dituniul untuk mengatasi
masalah kelangkasn BEM dikarenakan ulah
penyelundup, penimbun dan pengobios [36].
Kelangkean BBEM sudah pada tingkat
meresabkan  masyarakat dan  membuat
masyarakal panlk. Kemudian, Presiden
dalam pidato pelantikan Jenderal Sutanio
sebagal Kapold bari menekankan lugas
polisi untuk memerangl korupsl, perjudian,
kejahalan  jalanan  serta  menyelesalkan
masalah-masalah didasrah, Kapolri Sutanto
dalam paparannya di depan DPR mengakui
wajah Poli masth jauh dari  harapan
masyarakal Bahkan dia menagaskan bahwa
aparal pensgak keamanan vang berwalak
sipil  yang melndungi, mengayomi, dan
mefayvani masyakal masih sebatas cila-cila,
Dia juga menambahkan bahwa dimata
masyarakat sosok polisi masih tampil arogan,

SENENY menggunakan kekerasan,
diskriminatif, tidak responsif, dan belum
profesional  [14]. Sehari  setelah

pelantikannya, dia memearintahkan jgjarannya
uniuk melakukan razia dan penulupan

lempat-tempat perjudian dan peredaran nels)
narkoba.

O bawah kepamimpinan Jenderal Suiamlo,
David Nusa Widjaya, terpidana delapan tahun
dalam kasus pembobolan Bantuan | fiicias
Bank Indonesia (BLBI) yang melarikan did
ditangkap Tim Pemburu Keruplor dl Pon
Fransisco, Amerika [33]. Teroris  Lisa
ditumpas dengan tertembaknya lokoh utama
teroris  Indomesia Dr. Azhad  dan
terdangkapnya beberapa anggola  leroris.
Kemudian perjudian  kian maryuool
masyarakal. Begilu juga dengan premeaidsme:
kian berkurang kaerena sikap legas puouk
pimpinan kepolisian, Pember: ninoon
Warkoba melaju dengan har biasa «onp i
tedangkepnya pera produsen dan  lempat
pembuatan narkoba di beberapa keda i
Indonesia. Selanjulnya penindakan porwin
dilingkungan apargl kepolisian yang naks!
mampu menyentuh perwira finggl.  Dalon
wakiu fdak terdalu lama Kapold mefakulkan
pergantian  terhadap pejabat Polil  yang
diduga bermmasalah vailu Kapolwil Bogor,
Kombes Bambang Wasgito, Kombes Lplun
dan Inspektur Pengawasan Umum  Polri
Komisan Jenderal Bimardo wyang Jidugs
mamber perintah kepada Komisarl Bernj
Tonl Subarions Kasal Polairud Polde Jfeim
dalam kasus pelepasan kapal fonolon
pangangkut 100 ion eolar sefundupan [32].

Kasus yang terbaru vang lergadi yiol
keterdibatan beberapa Jenderal Markas Besai
Kepolisian dalam kasus penyidikan EMNI
FKarena lersangka kasus pembobolan BRI
gagbanyak  Rpl.7 ftrillun menyebutkan
adanya tiga jenderal yang tedibat [4].
sahingga  ditetapkan sebagai tersangka dan
ditahannya Komisard Jenderal Suyitno
Landung, mantan Kepala Badan Reserse dan
Kriminal Markaz Besar Polisl Republik
Indonesia  [Kabareskrim Mabes POLRN,
Brigadir Jenderal Samuel lsmoko, manian
Direkivr Ekonomizs Khusus pada Bareshrim
Mabes Polr, Komisari polisi rnan Sanlons
mantan Kan& I Perbankan Direkbool
Ekonomi Khusus Bareskrim dan 16 penyidik
di Mabes Poir vang teribat [5]. Mamun, hal
lersebut bdak membuat jera para polsi vntuk
melakukan penyimpangan dimana  satu
perwira partama dan dua binfara Polisi Sekinr
Setiabudi Jakara mangaelagkan barang [l
sebesar 100.000 (seratus rbu) US dolar juls
dari kasus yang ditanganinys, membuat
geger Polist Daerah Metro Jaya, dan polisin
sudah diproses [24]

Persaluan Pelafar inconesia (PP Jepang; Membuka Dunis umniok indonesis den Membuka indonasis wnfik D
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Walaupun demikian tlerobosan  yang
dilakukan pitak kepolisian terhacap debitor
nakal BLEI tanpa malalui proses hukum akan
menjadi preseden buruk bagl koruptgr lain,
Alazan pemerintsh dengan mengatakan
mearaka debilar kooperatif fidak bisa diterima
dengan akal sehat, karena mereka melarikan
vang berizhun-dahun  keluar neger dan
manyebakan krsis ekonomi fahun 1998,
Kedatangan ketga debitor bamama James
Januerdi, Ulung Bursa dan Lukman Astanto
yang mewakili Alang Lafief I'{? Istana
Presiden vang diakul oleh Kepala Kepolisian
Republit Indonesia mervpakan tanggung
jawabnya menimbulkan banyak kecurigaan
dan tanda tanya [40]. Menurut manian Kaiua
MFR Amien Ras, dulu waktu Tommy
Soeharto bertemu Gus Dur (KH Abdurrahman
Wahid) di Hoiel Borobudur saja, orang
gempar. Padshal periemuzan di tempat netral.
Bayangkan, sakarang tiga konglomerat hitam
masuk ke pusat kekuasaan. Arlinya, ada
orang-crang vang menjadi fasilitator [28].
Fihak kepolisian sangal diskriminatil dalam
menangani perkarg korupsl. Karena koruptor
kasus kecil lEngsung diproses hukum. Tapi,
vang mensgikan negara hingga  trilunan
rupiah bisa dimaklumi dengan alasan ada niat
mengembalikan vang ke kas negara. Kalau
yang kasusnya besar sampal rlunan, nial
mengembalikan dulu bary proses  hakwm,
Tapl, yang kecil-kecl langsung diproses
bk, Dengan kedatangan ketiga
pengemplang BLBI| yang diantar oleh pejabat
Kepolizian vang berbintang v bisa merusak
clira lembaga kepresidenan

Alazan yvang diberikan Jaksa Agung balhwa
mekanisme penyelessian perkara BLEI sudah
|elas karana ditangani clzh tiga Presiden dan
Presiden Yudhoyeno hanya melanjutkan saja
kabljakan yange ada bahwa mereka yang
kooperatf memperolsh Surst Ketsrangan
Lunas (SKL) dan selanjutnya Kejaksaan
Agung  meangeluarkan Surat  Perdniah
Penghentian  Pemvidikan  (SP3), adalah
gangat berdentertangan dengan azas hukum
pldana bahwa pengembalian dana BLEBI tidak
menghapuzkan perbualan pidana oleh palaku
ELEI

Sebalknya
Jenderal

findakan dan keberanlan
Sulanin  mambarsihkan  institusi
kepolisian dar  pelaku  korupsi  sebelum
menala perlaky  masyarakat, merupakan
suaiu tindakan nyata yang patut didukung
oleh segenap masyarakal yang telah lama
mengimpi-bmpikan mEmpLnyai aparal
penegak keemanan yang barwalak sipil vang

melindungi, mengayomi, dan  malayani
masyarakal, Hal Inl termyata membawa angin
sagar dalam merebul kesbali citra institusi
wang dipimpinnya. Diharapakan pembenahan
i kapolisian terus membarsihkan,
memperbaiki  dii dan  meningkatkan
peningkaian pedindungan, pengayoman, dan
palayanan kepada masyarakal.

Usaha untuk membangun Kepala Polisi
Fepublik Indonesia menjadl institugl pensgak
keamanan yang berwatak sipil, malindungi,
mengayoml, dan  melayani  masayarakat
menjadi pudar selelah terbongkarnya kasus
pangintefan yang dilakukan aparat intel Polisi
Daerah Maetro Jaya terhadap anggola DPFR-RI
dari Fraksi PKS dan Fraksi PDI-F yang Ingin
mengawasi proses  impor  bemes  yang
dilakuakn oleh pemerntah  dad  negara
Vietnam, Hal ini merupakan cara-cara yang
keji dan kolor Orde Baru dalam melibas
lawan politiv. Sudah barang lenlu melewati
dan menyalahi tugas serta kewenangen dan
juga penyalahgunaan kekuasaan (abuse of
power) vang serus. Savangnya penvelesaian
masalah ini hanya Kombespol Sukamto
Hardoko, direkiur Intefam Polda Metro Java,
dicopot dari jgbatannya. Padahal seharusnyva
ada pihak yang lebih linggi parly dimintai
pertanggung jawabannya [G].

2.3, Partsi Politik dan Parfemen

Partai paolitic dapat diartiken sebagal alat
uniuk menyampaikan aspirasi dan
kepentingan masyarakal pada umumnya.
Pada zaman Suharo, paral politk dibatasi
hanya tiga partai dimana GOLKAR yang
mendominasl pemilihan wnum dan  parlai
lainnya hanya sebagai pelengkap alau
paramal serta tidak mempunyai peran apa-
apa. Dengan adanya gelombang reformasi
bulan Mei 1998, maka terjadilah perubahan
vang revalusionar datam bidang
kelatanegaraan dan perubahan  undang-
undang tentang parai  poldik Hal imi
memberikan  kebebasan masvarakal unbuk
ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum dan
mandifkan partai politilk. Tinoginya harapan
mazvarakat lerhadap peranan parai politik
dan meningkatnya demokrasi  dilangkapi
dengan transparansi, negara hukum dan
akuntabilitas.

Sayangnya pariai yang besar anggotanya
masih didominasi olsh orang-orang yang
karirmya dan besarmya darl dalam lingkungan
orde baru,. Mereka terdin dari mantat birokrat,
mantan pengurus GOLKAR, pensiunan militer

Farsaduan Pelalar fndoresls (PP fepang; Membiba Dunia uniuk rdoness dan Mermbuie ndoresta Wik Dorid
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dan polisi begitu juga dalam bidang bisnis
dan poditik. Momen reformasi yang yang
bernazd  mendudukkan PD-F menjadi
mayxitas di parlemen dan Kelua Umumnya,
Megawati  berhasil menjadl  Presiden
Indonesia yang ke empat tidek dimanfaatkan
secara optimal untuk memerangl korupsi.
Bahkan FParali Golkar yang dulunya
merupakan GOLKAR tefah menjadl partal
terbesar yang mendapak kursl di parlemen

pada pelihan umum angoota DPR tahun 2004,

Partai-partal besar sudah dikenal masyarakat
luas terlibal dalam money polific dari pusat
hingga ke dasrah.

Madia massa maupun  fndonesian
Corruption Watch telah memberitakan bahwa
mayoritas anggota DPR dari berbagai paral
felah  menedma  suap  dard  lembaga
pemerintah  dan  sekior  swasta  uniuk

menentukan atau memasukkan anggaran [35]

Lebih lanjut komisi terlende df DPR yang
berhubungan dengan  anggaran  dan
pembangunan merupakan ftempat basah
varg bisa lefadinya transakst suap umiuk
meluluskan anggaran. Masih ingat bahwa
tigas anggoia DPFR Rl dikenai sanksl oleh
Badan Kehormatan (BK) DPR karena terlibat
percaloan proyek dana bencana alam yang
dianggarkan pemeriniah lapl mereka hanya
dikenakan zanksl ditarik oleh fraksinya dan
anggola  Panitia  Anggaran DPR [15].
Pembrsosan uang rakvat vang didlakukan 15
oprang anggote DPR Rl vaitu melakukan
kunjungan mubazir ke mesir dengan kedok
shudi banding tentang parjudian
mencengangkan rakyat karena diberbagal
empal rakyal [ndonesia sedang dilimpa
musibah gempa, Tsunami yang belum salasai
pananggulannya dan shock karena kenaikan
BEM vang lebih dari 100 persen [1]

Dalam hasil survei yang difakukan Galiup
International vamg dilansir oleh  Todung
Mulya Lubis, Ketua Dewan Transparancy
International  Indonesia, dalam rangka
memperingati har anti korspsi bahwa parai
poliik  merupakan lembaga lerkosup
sadangkan pardemen©PR  dl  Indonesia
menjadi embaga terkorup kedua bersama
polisi dan bea cukai [19].

Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah (OPRD)
tidak kalah berzaing dalam mengikuti jejak
DPR Bl meia kukan money politk dan korupsi,
Bahkan beberapa DFRD bersama-sama
dengan pemeriniah deerah menjual aset
pemerintah daerah ke pihak swasla dengan
harga dibawa standar (Milai Jual Objek Pajak)
begilu [uga kerupsi berjemaah yang dilakukan

dalam menggunakan dana operasional [32].
Jual bali susra dalem pemilthan  kepos
daerah telah dilakukan dari dahulu,  Namio,
hal ini telah berubah semenjak dladakannya
pamilitan Engsung tlerhadap kepala daerah

Pada hkenyataannys partai politk, DPED
dan DPRRI lembaga negara yang paiing
sarat dengan korupsi dan money polific
dibanding dengan institusi lainnya. Hal inipun
diakul cleh Jusuf Kalla, Agung Laksono yang
merasa mall bahwa dua lembaga yang
dipimpinnya oleh hasi survel yang dilansi
Transparancy Internasinal Indonasl:
dinyatakan lembaga terkorup rangking safu
dan dua [5} Unluk ilu diparukan perhol
khusus oleh pemerinizh mauvpun lermbag;
swadaya masyarakat yang [y
akuntabilitas uniukk lerus mengewasl dan
mencematli parlal politic dan parlemen.

3. Peranan Komisi Pemberantas Komupsi

Komisi Pemberaniasan Koswupsi (KPE)
adalsh  lembaga megara yang ools
melaksakan ugas dan wewenangnya Lersiing
independan dan bebas dar  pengoiih
kekuzssaan manapun (Pasal 3 [41]). Tujuan
dbantuknnya KPK  ftidak lain  pdalsl
meningkatkan daya guna dan hasil mum
terhadap upaya pemberantasan findak pidons
korupsi, KPK dibentuk karena [mstinesd
(Kepolisizan, Kejaksaan, Peradilan, Pardz!
Politik dan Parlemen) vyang seharusny2
mencegah korupsi idak beralan bahkan kan®
dan terbual dalam korupsi. Pemberanizasan
tindak pidana korupsi yang tedadi sampal
sekarang belum dapal dilaksanakan secars
optimal.  Oleh karena v pemberaniasan
korupsi perlu ditingkatkan secara professional
intensil, dan berkesinambungan. Karena
korupsl telah merugikan keuangan nedgara,
perekonomian  negara, dan  menghamban
pembangunan nasional.  Begitu parahnya
maka korupsi  di Indonesia  sudah
dikategorkan sebhagai lindak pldana |ua
biasa (exira ordinary crime). Cara
penanganan korupsl harus dengan cara yang
luar blasa, Uniuk itulah dibentuk KFK yang
mempunya wewenang luar biase, sehingga
kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu
lembaga super (super body)

Awal pambeniukan KFK dengan semanga.
yang lnggl untek memberantas  konupsi,
namun beberapa bulan larbentuk nempaknya
KPE dibiarkan untuk matl sur, Hal tersebut
lerjadi karena kesalahan pemerintah dan

Persatan Pelajar Indonesia (PO Jopang: Membeka Dunls uiuk incdonesia dan Mamiuka indonesa ik Duni
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DPR pada wekiy itu yang tidak serius
mamfasilitasl KPKE untuk membangun infra
siruktur yvang kuat, Hal ind ferbukcti dengan
KPK tdak punya penyidik sendir, tidzk punya
pegawal, tidak pomma  gedung  vang
representatiil dan tdak punya peralatan seria
infra struktur entuk bergerak capat

Dalam  tshum perdama menjalankan
perananaya sebagai ujung tobak mamerangi
korupsl, KPK menghadapi beberapa kendala
yang klasik anfara lain  ketedambatan
pancairan dana dari pemernizh., Hal ini
mengundang krittk mirng dari berbagai pihak
seperli Munaman, Ketua Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bahws
KPKE hanya mencard-cari alasan apabila
ditagih tentang kinera pimpinan KPK. Dia
juga  menambahkan bahwa  suilnys
memberanias  korupsi karena pemerintah
khususnya pejabal-pejabat vang berwenang
dalam memberanias korupsi sama  sekali
tidak memiliki kemauvan politic (political will).
Seflanjutnya Satya Arinanlo, dosan Hukum
Tata Megara Universitas Indonesia
mengatakan tidak ada upaya KFK dalam
menjalankan  pedanannya  membearantas
korupsi bukan karena faklor keterlambatan
dana, karena KPK juga dapat dana dari donar
luar neger maupun bantuan asistensi dari
parinership. Tidak ada kinerja KPK karena
semala-mala pemimpin KPK bukan orang
vang terbalk [11] Faklor laln  yang
menghambat  adalah  kosongnya  posisi
Sekretaris Jendera KPK hampir delapan
bulan sefelah dibentik, sehingga
mengganggu  jalannya roda  administrasl,
Sebemarnya hal ini bisa ditanggulangi dengan
mangangket Pelaksarna Tugas Sekretaris
Jarderal

Karena hampir setengah selahun ldak
menunjukkan kinevjenya maka KPK menual
kerflix tajamn dari pakar hukum Prof Dr,
Achmad AN, vang juga anggola Komisi
Masional HAM dan prakitsi hukum Bambang
Widjayanta mengalakan babhwa KPK lebih
menampatkan diri sepertl akademisi, dan
menjadi  institusi  wacarna  yang  teralu
mengada-ada [13]. Prof Dr. Andi Hamzah
menekankan bahwa dalam enam  bulan
perama KPK baru mau mencarl apa vang
harus dikerjakan [10].

Sebanamya untuk mefakukan peranannya
KPK diberikan kewenangan yang luar biasa
gapertl yang diatur dalam Pasal & butir b, ¢, d
dan e UU. Mo, 30 tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [41]

bahwa lembaga ini dapal berindak mulai

dari:

1. mensupervisi lerhadap instansi  yang
berwenang melakukan tindak pidana
korupsi;

2 melakukan penyelidikan, panyidikan, dan
penuntutan  terhadap tindak pidana
koerupsi _

3. melakukan tindakan pancegahan konepsi

4. memondor  terhadap  penyelengoarazn
pemerintahan negara,

Dalam menangani kasus KPK diber
kewenangan memperpendak jalur birokrasi
dan proses dalam penunistan,  Jadi KPK
mengambil sekaligus dua perenan yailu ugas
Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini
tidak berdaya dalam memerangi konpsi

Disamping u KPK diber kewenangan
unfuk melakukan pengawasan, penalitian,
atau penelaghan terhadap Instansl vang
menjalankan twgas dan wewenang yang
berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan
instansi  yang dalem  melaksanakan
palayanan publik (Pasal 8 Ayat (1) [41]).
Selanputnya KPK  mengambil akh  kasus
korupsi yang sedang ditangani kepolisian
atau kejaksean apabila:

1. leporan masyarakal mengenal lndak
pidana korupsl tidak ditinjaklan|utl;

2. proses penangenan lindak pidana korupsi
lidak ada kemajuanberlard-larut’ tetunda
tanpz alasan vang blsa diperanggung
[awakbkan;

3. penanganan tindak pidana koropsi
difujukan untuk melindungi pelaku korupsi
yang sasungguhnya;

4, penanganan lindak pidana  kKorupsi
mengandung unsur korupsi;

5 Adanya hambatan penanganan findak
pidana korupsl karena campur fangan
dari eksekulif, vodikatf stau legisiatif;
atau

B, keadaan lzin Yang mranurut

partimbangnan kepofsian atau kejaksaan,

penanganan tindak pidana korupsi sulit
dilaksanakan secara baik dan dapat
diparianggung jawabkan,

KPK juga diberd kerwenangan untuk
melakukan penyelidikan, penyidikan dan
ﬁr'E::l]h;lan tindak pidana korupsi vang (Fasal
1. melibatkan  aparat  pengak  hukum,

panyelengara negara dan orang lein yang
ada katannya dengan tndak pidana
korupsi  yang  dilakukan oleh  aparat
pengak hukum dan panyelengara negara;
2. mendapat perhatan dan rmeresahkan

Parsatuan Palyfar Indonesis (PRY) Jopang, Mambuke Durva wriuk Indoresis dan Membuka Indonssi ami Gong
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masyarakal; danfatau
4, menyangtul kerugian negara  paling
sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar
rupiah). i
Uniuk memerangl tindak pidana kerupsi yang
dikalegerikan sebagai tindak pidana luara
biasa (extra ordinary crime), maka KPK diberi
tambahan keweanangan yang tidak dimilii
instititusi lain yvaiiu:
1. melakukan penyadapan dan merekam

pemblcaraan;

2. meamerintahkan kepada instansi Var
lerkait unbuk melarang seseorandg
berperglan keluar negeri;

3. meminta keterangan kepada bank atau
lembaga keuangan lainnya tentang
keadaan hkeuangan tersangka atau

terdakwa yang sedang diperiksa;

4. memerintahkan kepada bank atau
lembaga  keuangan leinnya  unfuk
memblokir rekening yamg diduga hasi
dar korupsi milik {ersangka, terdakwa,
atau pihak lain yang lerkail;

§. meminta dala kekasyaan dan dala
poerpajakan  tersangka atau  terdakwa
kepada instans terkall;

6. menghentikan sementara suaty ransaks
keuangan, fransaksi perdagangan, dan
perjanjien  lainnya atau  pencabuian
sementara perizinan, lisensi serta konzes
yang diskukan alay  dimiliki  oleh
tersanoka atau terdakwa yang diduga
berdasarkan buktl awal yang cukup sda
hubungannya dengan  tindak pidana
korupsl yang sedang diperiksa;

. meminta bantuan Imerpal Indonesia atau
instansi penegak hukum negara lain
urtuk melakukan pencarian,
penangkapan, dan penyitaan barang
buktl dilear negari;

E. meminia bantuan kepolislan atau instansi
lain  yang terkail wunfuk melakukan
penangkapan, penahanan,
penogeledahan, dan penyitaan dalam
perkara Undak pidana korepsi yang
sedang dilangani,

Melihal kewenangan KPK, maka tidak
heran kalau kalangan hukum menyebutnya
sobagai  lembaga super  (supsnbody).
Disamping itw, peranan KPE melebihi dar
Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian
dan Kejaksaan dapal mengeluvarkan Surat
Perintah Penghentian  Penyldikan  dan
Fenuntutan {SPPF) delam perkara tindak
pedana korupsl, sebaliknya berdasarkan Pasal
40 UL Mo 32002, KPK tidak berwenang
mengeluarkan  SPP untuk  menghindar

adanya main mata aniara 1ersangka dan
aparat KPK. Dengan kewenangan yang
super tersebul KPE mampu mengeliminasi
korupsl secara konseplual dan sistemalis.
Masyarakat tidak mau tahu akan keluh kesah
KPK bekat dengan kurangya personi
maupun kesandirian KPK dalam menangani
tindak pidana korupsi. !

KPK muilai memainkan perannya dengan
meabawa mantan Abdullah Puteh, manian
Gubemur Mangroe Aceh Darussalam menjadi
fersangka koruspsi pengadaan helikopter.
Tahun 2005 merupskan kejutan dar
peleksanaan peran KPK dalamm memerang:
korupsi yaitu berhasil menangkap Mulyana
Wira Kusuma, anggota Komisi Pemilihan
Umum (KPU) yang mencoba menyuap salah
seorang awdidor BPK. Kasus Inl sekallgus
mengungkap praklik korupsi di tubuh KPU
yang menyerel Nazanedin Syamsudin, Ketua,
Rusadi Kanlaprawira anggota KPU dan
Pejabal Sekreris Jenderal KPU sarta stainya.

Dalam wakiu tidak beberapa lama KPKE
menangkap pengacara Abdulah Pulsh dan
panilera Pengadilan Tinggi DI Jakarta.
Cilanjutkan denga findakan KPKE menangkap
pengacara Probosutejo dan fima pegawai MA
vang terlibat ransaksl penerimeaan vang svap
s=banyak 6 miliar. Hal inl menyebabkan KPK
manggeledah dan memeriksa figa hakim
agung, lermasuk keluanva Bagir Manan
Kemudian Suratno, direktur Administrasi dan
Keuangan RRI dibawa kepengadilan begitu
juga dengan rekanan RRI, Fahrani Husalni

Lagi-lagi masyarakat dikejulkan dengan
perlakuan  diskdminasl  KPK  sewskiu
memerikza Bagir Manan karena  tidak
memanggil Bagir Manan di kantor KPKE tapi
malah datang kekanior dan dircangan Bagir
Manan di MA. Hingga kini kasusnya tidak
jelas dan terkesan manguap ditalan awan,

Kelus HKPK mengakul dalam  kata
sambutan mamperingati dua tahun berdiringa
lembaga tersebut bahwa perang terhadap

korupsi yang dilakukannya  bagaikan
*kesunyian dan kesendirisn” karena  fidak
ada kemauan yang serius  ditingkat

kekuasaan, kecuall kepura-puraan belaka.
Bahxan beberapa kasus di stas tanpa rasa
malu 1ak jarang korupler dilindungi dengan
kakuasaan dan carg-cara invizible hand. Dia
menegaskan bahwa ditengah upava semu
perang terhadap korupsl vang dilakukan KPK,
samua jadi penonton baik eksekutif, legislatif
maupun yudikat® letap diam terpaku mesti
salu persatu fakia diperonionkan. Tidak ada
satupun instansi yang mencoba memparbaikl
sistemnya [37]

Perzalvan Pelpisr indonasie (PR depang; fembuda Ouals unliy imdiatesls San AMermhiis Indonashe unti Dok
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KPK  tidak skan bisa melaksanakan
peranmya  secarm oplimal bilamana Gdak
didukung oleh kenginan dan findakan nyala
pemerntah  dalam  penegakan  hukum,
terutama perang lerhadap korupsi. al imi
fedihal bahwa perombakan kabinet yang
baru-baru ind dilskukan oleh presiden sama
szkali  fidak menyentuh sekali  bidang
penasgakan hukum, Bukankah uniuk sudah
disindir aleh Prof Dr. Axyumardi Arra bahwa
fkan membusuk dar kepala, jadi uniuk
memarangl korupsi mulailah dari pimpinan
ferdinggi di lembaga atau departemen
lersebut, Selama Wu fidak dilakukan maka
perang terhadap korupsi tak ubahnya dengan
berperang melawan angin dan hanya retoriks
semala-mata

5. Kesimpulan

Car wraian di atas nampak jelas bahwa
sislem peradilan pidana Indonesia delam hal
ini Kepolisian, Kejaksaan, Peradian gagal
total memerangl korupsl dan lidak dapat
diharapkan untuk  memerangl  korupsl,
kKarena merska justru leribat dan terbuai oleh
korupsi. Korupsi sudah merupakan penyakil
yang kronis hampir di sefiap  institusd
pamerintah  hingga disebut dengan exira
ardinarn crime.  Untuk fu diperukan suatu
lembaga yang super body memerangi korupsi
dl Indonesia. Mamun, savangnya lembaga
siuper body vang sda seperti KPK tidak
didukung oleh eksekuld, legislatif maupun
yudixatif sehinga kesendirian dan keseptan.
Instansi yang seharusnya memerangi korupsi
hanya Jadi penonfon belaka dan tidak
berusaha memperbaiki din. Sedangka
lembaga negara lainnya masih terus terbuai
dengan konupsi

Dalam melaksanakan perannya
mamerangi korupsi, KPK masih diskriminatif
karena tdak adanya kemauan di tingkat
kekuasaan, kecuall kepura-puraan, Bahkan
lanpa rasa maly {8k jarang koruplor diindungi
dengan kekuassan dengan cara-cara hvisible
hand, [i samping, tidak adanya keinginan
unluk  memanigatkan  momen  unfuk
memperbaiki sistam masing-masing instansi
walaupun sudah dipertontonkan fakia demi
fakla oleh KPK. Hal Ini terbukli tidak
ditakukannya pergantian pimpinan institusi di
bidang penegakan hukum, Bukankah kita
dapal melihat pergantian pucuk pimpinan
Kepolisian barhasil memperbaiki kinerja, citra,
pengayoman, perindungan dan pelayanan
masyarakat. Dari beberapa fakla sejarah

kejatuban  beberapa  presiden  ferdehubu
karena masvarakal melhsl bahwa perang
melawan korupsi yang dicanangkan hanya
relofika  belakefangin surga  sehingga
hilangnya  simpall  masyarakal  yang
mengdimpikan negara yang bersih, petayan
umum vang baik dan terbebas dari praktek
korups:.  Hal ini mengakibatken pil pshit dan
terasa sakit bagi presiden terdabulu. Akan
kah pisang berbuah dua kali? Akan kah
keledal akan lerperosok pada kbang yang
sama unluk kedua kal 7 Jawabannys dapat
kita lihat langkah nyata yang akan dilakukan
olah pucuk pimpinan negara tencinta ini.
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NASIONAL

Tes Berkualftas untuk PNS Berkualitas

Ida Syafrida Harahap, SH.*
Email; ida. harahapi@iransparansi.or.id

Beberapa wakiu lalu penulis sempal gusar
melihat huru-hara dalam tes CPNS yang
dilaksanakan secara serentak di  seluruh
balahan nusantara. Huru-hara di sini bukan
menggambarkan kerbutan antara para CPNS,
tetapi keruwetan, kesibukan, kehebohan dan
beragam makna lain dapat menggambarkan
semrawutnya sistem rekreitmen para calon
ebdi negara tersebut.

Di awall dengan serenlaknya open
rekruitmen dari berbagai instans| pemerintah,
Informasi inl dapat diakses di media massa,
situs instansi ferkail, di papan pengumuman
masing-masing  Inslansi, maupun hanya
melalui mailing list yang merupakan safana
komunikas! prakiis saal ini, Bagl manaka yang
memiliki sanak famii 4i lingkungan instans
pemerintah lerentu, Informasi lebih cepat
diperaleh, Bahkan sebelum reami
disebarluaskan, mereka sudah menyiapkan
berbagal berkas-berkas yang diperukan.

Selanjutnya kesibukan beralih di kantor
dignaker, kepolsian dan rumah sakit negern
atau puskesmas. Karena para calon CPHNS inl
disyaratkan memiliki Kardy  Kuning dar
disnaker setempat, Surat Kelerangan Catatan
Kepolisian (SKCK), serta sural keterangan
sehat dari dokter, Ada pula beberapa insiansi
yvang mengharuskan para pelamar mamiliki
serifikal komputer dan toefl (bahasa Inggris)
Hagzilnya dalam wakiu singkal rbuan surat
keterangan dikeluarkan dengan proses sUper
cepal. Padahal di har-har bissa, kit harus
bolak-balik unwk melengkapi  kekurangan
eyaral yang diberikan di instansi pemberi surat
ketarangan  tersebut  Bahkan  serfifikat
komputer dan foefl secara “gjab" dapat
diparoleh dalam wakiu gatu har, tanpa kursus.

Kehebohan tdak berhenti di siv saja,
karena selelsh syarsl data pribadi dilengkapl,
maka lamaran harus di antar sendin ke
instansi lterkail, selelah sebelumnya pelamar
mengambil formulir yvang harus didengkapl.
Anirian panjang pun mewsrnal borbagal kantor
pemerintahan. Tak sedikit kasus saling dorong,
saling sikul, bahkan ada yang pingsan karana
kekurangan oksigen.  Copel pun [unst

meramaikan sejarsh proses rekruitmen CPNS
2006 tersebutl

Sesaal peruangan ratusan ribu palamar
barnenti, karena masih menunggu pangagilan
apakeh pelamar loles tes administrasi atau
fidak, Jika tidak lolos, artinya besarnya biaya
mereka untuk mengurus berbagal persyaratan
tersebut harus dikhlaskan tanpa hasil. Dulu
proses penantian ini sudah saral akan kolusi,
korupsi dan nepotisme  (KKN).  Namun
sekarang, penulis yakin masih tetap mewarnal
seleksl adminstrasi CPMNS 2006,

Jika bolos administrasi barutah perjuangan
untuk merih kemenangan sebagal CPNS
beflanjul. Ada sebush produk yang  unik
miedalul sebush kKlan onling, sebagail berkul:

"HEBOH I Sebuah FProduk yang
akan membaniu para pesera Tes
Sefeksi Penenmaan CPNS Perode
il E-Book Jurus Supser CPNS
adafah lerobosan bawu  dalam
meargerakan soal-sosl uian CPNS
dengan mefods Cerdas dan

Ringkaz..." .....dangan harga Rp
4. 000,00

Ada pula silus khusus yang mempromosican
lentang e-book socal-sosl tes CPNS, Mirisnya,
situs imi member iming-iming sebagal berikut;

« Bayangkan bagaimana masanya jika
hal ini anda alami !

» Bayvangkan jika anda jadi PNS maka
Arnda bdak usah repot-repol  ingin
mengikuti tes lagi (karena jadi PNS
sudah cukup nyaman dan tentram})

« Bayangkan [ka anda jadi PNS maka
masa depan anda lebih lerfamin

# Bayangkan jika anda jadi PNS maka
anda tidak iskut akan lerkena PHE
{Anda pernah dengar PHS di PHE?)

» Bayangkan karr anda akan benar-
benar terprogram dan terjamin

»« Bayangkan walaupun Anda tidak
bekera pun gaji  fidak  dipotong,
pansun fetep digaji, bahkan sudah
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